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KEPUTUSAN BUPATT MAJALENGKA
NOMOR 541 TAHUN 2008

TENTANG

PENINGKATAN STATUS SD-SMP SATU ATAP KEDUNGKENCANA
KECAMATAN LIGUNG MENJADI UPTD SMP NEGERI 4 LIGUNG
KECAMATAN LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

: bahwa dalam upaya Percepaten Penuntasan Pregram Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun dan meningkatkan dayz
tampung bagi siswa lulusan Sekplah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah
(MI) di Kabupaten Majalengka, maka perlu untuk meningkatkan Status 5D-
SMP Satu Atap Kedunokencana Kecamatan Ligung menjadi UPTD SMP Negeri
4 Ligung Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupali;

-
-

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berite
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakartz dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana teclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undarg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 1326,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 3764);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusen Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalenaka Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasl Dinas Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Meningkatkan Status SD-SMP Satu Atap Kedungkencana Kecamatan Ligung
menjadi UPTD SMP Negeri 4 Ligung Kecamatan Ligung Kabupaten
Majalengka.

Pembinaan Teknis Pendidikan dan Pengelolaan UPTD SMP Negeri 4 Ligung
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi tanggung jawab
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Majalengka.

Semua aset dan dokumen yang sebelumnya merupakan milik SD-SMP Satu

' Atap Kedungkencana Kecamatan Ligung menjadi milik UPTD SMP Negeri 4

Ligung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2008
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